
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU 
NOMOR 7 TAHUN 2015 

f. TENTANG 

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU 

, . 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANJARBARU, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM,serta 
Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM 
Kab/ Kota mengamanahkan agar Pemerintah Daerah 
menyusun Rencana Umum Penanaman Modal ; 

b.  bahwa penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 
digunakan untuk memberikan arah dan pedoman 
terhadap pelaksanaan penanaman modal disetiap 
Kab/ Kota; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dam huruf b dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang 
Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banjarbaru; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

'5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724): 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah  Daerah Propinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42) 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

17. Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman 
Modal Provinsi dan Rencana Um um Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota; 

18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran 
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2); 

19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6,Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 
tentang Pembentukan,Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15,Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG 
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA 
BANJARBARU 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta unsur Perangkat 
Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. 

5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang 
selanjutnya disingkat BPPT dan PM adalah Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru. 

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,baik 
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 
melakukan usaha diwilayah Kota Banjarbaru. 

7. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banjarbaru yang selanjutnya 
disebut RUPM adalah dokumen perencanaan untuk penanaman modal di 
Kota Banjarbaru sampai dengan Tahun 2025. 

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilalc„sanalcan untuk mewujudkan misi. 

PARAF KORDIN S  
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BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RUPM 

Pasal 2 

s d penyusunan RUPM adalah memberikan arah penyelenggaraan 
penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modal sebagai 
penjabaran dari perencanaan pemerintah dan aspirasi masyarakat guna 
meningkatkan penanaman modal dan kesejahteraan kepada masyarakat. 

(2) Tujuan penyusunan RUPM adalah untuk mewujudkan keadaan yang 
diinginkan dalam waktu sampai dengan Tahun 2025 dan dalam rangka 
kelanjutan penanaman modal jangka panjang,sehingga secara bertahap 
dapat mewjudkan cita-cita masyarakat. 
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BAB III 
SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL 

Pasal 3 

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) disusun dengan sistematika 
sebagai berikut : 
BAB I :  Pendahuluan 
BAB II :  Azas dan Tujuan. 
BAB III :  Visi dan Misi. 
BAB IV :  Arah Kebijakan Penanaman Modal. 
BAB V :  Peta Panduan Implementasi RUPM 
BAB VI :  Penutup. 

Pasal 4 

(1) Isi dan uraian Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3,tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

(2) Lampiran Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini. 

BAB IV 
PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita. Daerah Kota Banjarbaru. 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 6 J GA Cc 2015 

4-WALIKOTA BANJARBARU, 

H. M. RUZAIDIN N OR 
Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 2015 

Plt.SE ARIS DAERAH, 

H. SAID  DULLAH 

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 
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